
 

 

WALIKOTA PROBOLINGGO 
 

 

SALINAN            PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO 

NOMOR  16  TAHUN 2008    

TENTANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO  

NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 

 

WALIKOTA PROBOLINGGO, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan tertib administrasi pengelolaan barang milik 

daerah perlu adanya suatu petunjuk pelaksanaan yang jelas dan terarah; 

  b. bahwa guna mendukung konsideran pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan 

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2008 

tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang dituangkan dalam Peraturan 

Walikota Probolinggo. 

 

Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil 

dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita 

Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus Tahun 1950) ; 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok 

Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043) ; 

3.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang–Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang–

Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok  Kepegawaian (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3890) ; 

 4. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang 

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3851) ; 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286) ; 

 



6. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4355) ; 

7. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang–Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ; 

8. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang–

Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang–Undang 

Nomor 32  Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang–Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ; 

9. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan 

Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2967) ; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4503) ; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna 

Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1996 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643) ; 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan 

Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan 

Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 

203,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023) ; 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pengamanan dan Pengalihan 

Barang Milik / Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah 

dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4073) ; 



15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standart Akuntansi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ; 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ; 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ; 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) ; 

19. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1974 tentang Tata Cara Penjualan Rumah 

Negeri ; 

20. Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Keputusan 

Presiden Nomor 134 Tahun 1974 tentang Perubahan Penetapan Status Rumah 

Negara ; 

21. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) ; 

22. Keputusan Presiden Republik Indonesia  Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Pengadaaan Barang / Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan 

Ketujuh atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 ; 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana 

dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah ; 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Tekhnis 

Pengelolaan Barang Milik Daerah ; 

25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi 

Manajemen Barang Daerah ; 

26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Nomor Kode 

Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota ; 

27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman 

Pengelolaan Barang Daerah yang Dipisahkan ;  

28. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Daerah. 

 

 



MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan :  PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO TENTANG PETUNJUK 

PELAKSANAN PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 3 

TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH  

 

Pasal 1 

Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 

Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kota Probolinggo sebagaimana 

tersebut dalam Lampiran Peraturan ini. 

 

Pasal 2  

Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan ini, Wajib 

dilaksanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(Badan/Dinas/Kantor/Bagian/Camat/Lembaga) di jajaran Pemerintah Kota 

Probolinggo yang sumber dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

 

Pasal 3 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

 

Pasal 4 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota 

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo. 

 

Ditetapkan di Probolinggo 

Pada tanggal   12  Mei   2008 

WALIKOTA PROBOLINGGO 

Ttd 

H.M. BUCHORI 

Diundangkan di Probolinggo 

Pada tanggal  12  Mei  2008 

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO 

Ttd 

Drs. H. BANDYK SOETRISNO, M.Si 

Pembina Utama Madya 

NIP. 010 109 750 

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2008 NOMOR 16 

Sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

 
SUNARMI, SH, MH 

Pembina Tingkat I 

NIP. 510 087 583 


